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Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak 
untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak tersebut menjadi berubah menjadi sebuah 
kewajiban pada saat tersangka atau terdakwa memenuhi ketentuan yang telah diatur 
di dalam Pasal 56 KUHAP, namun dalam praktek penegakan hukum pidana di 
lapangan tersangka atau terdakwa tetap dapat menolak untuk didampingi penasehat 
hukum yang dituangkan di dalam surat pernyataan penolakan didampingi penasehat 
hukum (SP2DPH). Keberadaan SP2DPH ini menjadi sebuah persoalan, sebab 
KUHAP telah mengatur secara mutlak tentang kewajiban menunjuk penasehat hukum 
di setiap tingkat pemeriksaan, tetapi kenapa tersangka atau terdakwa masih bisa untuk 
menolak kewajiban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan 
menganalisis keabsahan penggunaan surat pernyataan penolakan didampingi 
penasehat hukum oleh tersangka pada tingkat penyidikan dan untuk mengetahui dan 
menganalisis tentang relevansi kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi 
tersangka ditinjau dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih relevan di masa mendatang. 
Jenis Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, melalui 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dalam pengolahan data dan 
penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau bernalar secara deduktif. 
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penolakan untuk didampingi penasehat 
hukum, oleh tersangka dalam bentuk surat pernyataan adalah sebuah langkah 
administrasi dalam tingkat penyidikan. Keberadaan surat pernyataan inilah yang 
menunjukan telah dilaksanakannya kewajiban oleh pejabat terkait untuk menunjuk 
penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan tersangka atau terdakwa 
menggunakan haknya untuk menolak tawaran tersebut. Keabsahan dari surat 
pernyataan penolakan didampingi oleh penasehat hukum menjadi tidak sah atau tidak 
memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan apabila proses dari terbitnya 
SP2DPH tersebut tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHAP itu 
sendiri, yaitu tidak disampaikan terlebih dahulu mengenai haknya bahwa dalam kasus 
ini tersangka atau terdakwa wajib untuk mendapatkan pendampingan hukum dari 
penasehat hukum. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum atau advokat bagi 
tersangka, adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak dipenuhi oleh negara 
kepada setiap tersangka atau terdakwa tanpa melihat ancaman hukumannya. 
Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Hak Tersangka, Pendampingan Hukum, 









In the process of resolving criminal cases, one of the rights of the suspect is the right 
to obtain legal assistance. This right becomes an obligation when the suspect or 
defendant fulfills the provisions stipulated in Article 56 of the Criminal Procedure 
Code, but in practice of criminal law enforcement in the field, the suspect or 
defendant can still refuse to be accompanied by legal counsel as outlined in the 
statement of refusal to be accompanied by an advisor. law (SP2DPH). The existence 
of SP2DPH is a problem, because the Criminal Procedure Code has absolutely 
regulated the obligation to appoint legal counsel at every level of examination, but 
why is the suspect or defendant still able to refuse this obligation? The purpose of this 
study is to find out and analyze the validity of the use of a statement of refusal 
accompanied by legal counsel by a suspect at the investigation level and to find out 
and analyze the relevance of the obligation to be accompanied by a legal advisor for a 
suspect in terms of Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is 
still relevant in the future. The type of research in this study uses normative legal 
research, through a statutory approach and a case approach, in data processing and 
drawing conclusions using a thought process or deductive reasoning. The results of 
the research and discussion show that the refusal to be accompanied by legal counsel, 
by the suspect in the form of a statement letter, is an administrative step at the 
investigation level. The existence of this statement indicates that the relevant official 
has carried out the obligation to appoint legal counsel for the suspect or defendant, 
and the suspect or defendant exercises his right to refuse the offer. The validity of the 
statement of refusal accompanied by legal counsel becomes invalid or does not meet 
the principles of certainty, fairness, and expediency if the process of issuing the 
SP2DPH does not go through the procedures determined by the Criminal Procedure 
Code itself, which is not conveyed in advance about their rights that in this case The 
suspect or defendant is obliged to obtain legal assistance from a legal advisor. Legal 
assistance by legal advisors or advocates for suspects is an obligation that cannot be 
fulfilled by the state to every suspect or defendant regardless of the threat of 
punishment. 
Keywords: Criminal Procedure Law, Suspect Rights, Legal Assistance, 
Statement Letter, Denial of Assistance, Legal Counsel. 
 
 
 
 
 
